BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan
Manna  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  belum
terimplementasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan
masih adanya permasalahan kerusakan irigasi yang
diterjang banjir tahun 2019 lalu. Irigasi rusak sekitar lima
tahun lalu, akibatnya air tidak bisa lagi mengalir ke
sawah. Lahan sawah kekeringan, tidak bisa ditanam
padi, dan sampai saat ini belum adanya perbaikan.
Padahal Pasal 30 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah
bertanggungjawab dalam Pembangunan dan
peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder
dengan luas kurang dari 1.000 hektar dalam satu daerah
dengan demikian ketentuan pasal tersebut belum
terlaksana.

2. Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, Pasal 30
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 sudah memiliki
unsur legalitas formal, yaitu memiliki dasar hukum yang
sah serta tujuan hukum dengan kemaslahatan publik,

namun pada implementasi kebijakan belum terlaksana
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B. Saran
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dengan baik. Hal ini tercermin dari pembangunan yang
belum fokus pada kepentingan seluruh masyarakat.
pemerintah daerah belem memelihara kepentingan dan
kemaslahatan rakyatnya dengan amanah. Belum
mencerminkan perinsip-perinsip siyasah dusturiyah
seperti keadilan (al-‘adl), musyawarah (syurah),
kesetaraan (al-musawah), tanggung jawab (amannah),
kemaslahatan umun (al-maslahah) dan kepatuhan pada
hukum. Dengan demikian, meskipun secara normatif
pasal 30 peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 telah
mendukung tata kelola pembangunan dan peningkatan
jaringan irigasi, namun berdasarkan siyasah dusturiyah
masih dibutuhkan penyempurnaan dalam
pelaksanaannya agar benar-benar mencerminkan
perinsip- perinsip keislaman dalam Ipmlementasi pasal

30 peraturan daerah.

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka

penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Dinas Terkait, —memperhatikan

implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan

Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk

kepentingan masyarakat.
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2. Masyarakat juga hendaknya berperan aktif dalam
implementasi kebijakan karena kebijakan tersebut diajukan
bagi kehidupan bersama yang lebih baik dan masyarakat
memiliki peranan penting dalam memberikan masukan

terhadap pelaksanaan kebijakan.
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